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Apabila pembangunan berakar pada perubahan yang direncanakan, ke arah mana sesungguhnya roda perubahan bangsa ini hendak bergerak? Tak rela dikata mandeg, apalagi disebut mundur. Tetapi cobalah kita cermati  Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) yang dipublikasikan oleh UNDP dengan Human Development Index-nya – HDI (Indeks Pembangunan Manusia). Dalam beberapa kurun waktu terakhir, Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada 1995, posisi Indonesia ada dalam peringkat 104 dunia. Kedudukan ini jauh di atas prestasi Vietnam kala itu yang berada dalam peringkat 120 dunia. Ironisnya, sepuluh tahun kemudian, pada 2005 peringkat Indonesia bergeser pada angka 110 dunia, dan Vietnam bergerak pada posisi 108 dunia. (Suara Pembaruan, 15 Nopember 2005) Data pada 2006 menunjukkan Indonesia kembali pada posisinya yang ke 108 dari 177 negara di dunia. Tapi, jangan tergesa berbesar hati. Lihat juga prestasi negara tetangga seperti Singapura di urutan 23, Brunei Darussalam di urutan 34, Malaysia (61), Thailand (74), dan Philipina di peringkat 84. (Sinar Indonesia Baru, 4 Desember 2006). Data yang teramat menyesakkan dada karena sesungguhnya Indonesialah yang telah terlebih dahulu melakukan kegiatan pembangunannya dibanding beberapa negara yang disebut terakhir!

Setiap tahun, semenjak 1990, United Nation Development Programe (UNDP) menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks ini memberi makna secara lebih luas tentang kesejahteraan dibandingkan dengan (baca; lebih dari sekedar) Produk Domestik Bruto (PDB). HDI mengukur pembangunan manusia dengan tiga buah indikator; (1) usia harapan hidup, (2) tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan perguruan tinggi, serta (3) paritas daya beli dan penghasilan. HDI harus diakui bukan merupakan ukuran yang komprehensif tentang pembangunan manusia. Tetapi sebagai sebuah metoda dan data patut digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja sebuah negara dalam melakukan perubahan.

Dalam tulisan ini saya hanya akan memberikan perhatian pada indikator dan data tentang kemampuan baca tulis, serta keterlibatan masyarakat dalam pendidikan formal. Di luar persoalan gizi buruk balita, anak-anak dan ibu hamil, persoalan yang sangat memprihatinkan adalah masalah pendidikan. Penilaian yang dilakukan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di atas sebenarnya merupakan konfirmasi terhadap fakta yang selama ini ada di negara kita. Riset yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan kemampuan membaca anak usia 15 tahun yang sangat menyedihkan. Sekitar 37,6% anak-anak kita hanya bisa membaca tanpa mampu menangkap maknanya. Sementara sebanyak 24,8% hanya bisa mengaitkan teks yang dibaca dengan satu informasi pengetahuan. Hal tersebut menyebabkan kemampuan anak-anak untuk belajar mandiri menjadi terbatas. Dari 41 negara yang diteliti, kemampuan membaca anak-anak Indonesia berada di urutan ke 39. (Kompas, 12 Juli 2003). Terkait dengan fakta tentang persoalan kemiskinan di negara kita,  bagaimana sesungguhnya relasi  antara pembangunan manusia, pendidikan (kemampuan baca tulis), dan kemiskinan tersebut terjalin. Artikel ini akan mencoba menelusuri keterkaitan di antara ketiga hal tersebut dan menawarkan aspek komunikasi sosial dan kesadaran akan informasi sebagai salah satu solusinya.
Melek Huruf dan Kualitas Bangsa


Kemampuan membaca diduga merupakan akar dari pengetahuan dan pemikiran manusia. Melek huruf dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain melalui pembicaraan, membaca, dan menulis, yang diaplikasikan pada kemampuan untuk memanfaatkan media massa dan berbagai teknologi informasi. Tujuan dari melek huruf adalah peningkatan taraf kehidupan masyarakat, keikutsertaan publik, penyelesaian masalah kemanusiaan, dan perluasan kapasitas individu dan sosial masyarakat. (http://indonesian .irib. ir/perspektif/2005/september 2005/buta huruf.htm) Mencoba menarik proposisi tentatif dari konsep melek huruf tersebut, tentu solusi bagi pemutusan persoalan kemiskinan di Indonesia – salah satunya – dapat diresepkan melek huruf sebagai obatnya. Konsep tentang melek huruf menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kemampuan baca tulis dan partisipasi sekolah dengan kemiskinan. Konsep tersebut juga menunjuk pada kepemilikan dan kemampuan melola informasi melalui media dan teknologi komunikasi dengan kemiskinan dan masalah-masalah sosial yang lain. Terdapat sejumlah argumentasi yang menyatakan bahwa kemajuan dan pembangunan masyarakat akan setara dengan seberapa besar keberhasilan pemberantasan buta huruf dalam masyarakat. Penduduk dengan tingkat buta huruf sangat rendah pada umumnya adalah masyarakat yang dengan 
mudah mendapatkan kemajuan dan apa yang dicita-citakan. Itulah sebabnya, bangsa-bangsa di dunia didorong untuk mencapai kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan mengedepankan upaya pemberantasan buta huruf.

Data UNESCO menunjukkan, di antara setiap tujuh orang, terdapat satu orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Di antara keseluruhan penduduk dunia yang berjumlah enam milyar, terdapat 800 juta orang dewasa yang buta huruf, dan dua pertiga di antara mereka adalah perempuan. pada dimensi yang lain, terdapat 100 juta anak usia sekolah yang tidak mendapat kesempatan untuk sekolah. Kriteria data yang nampak teramat “sederhana” mengingat perubahan besar dalam bidang teknologi informasi telah menggeser batasan dari buta huruf itu sendiri. Di sejumlah negara maju, kemampuan untuk mengakses teknologi informasi telah menjadi kriteria tambahan untuk menilai apakah seseorang termasuk dalam kategori buta huruf atau bukan!

Gerakan untuk mengurangi angka buta buta huruf di negara-negara dunia ketiga telah dimulai dalam dekade 1970-an.  Namun banyak di antara negara-negara tersebut tidak berhasil melaksanakan program tersebut karena sejumlah alasan seperti krisis ekonomi dan peperangan. Itulah sebabnya, hingga abad 21 ini, sejalan dengan kemiskinan, kelaparan, dan ketertinggalan, buta huruf masih terus menjadi persoalan utama di berbagai negara dunia ketiga. Karena tingginya angka buta huruf, penduduk negara dunia ketiga sulit untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Kofi Annan, Sekjen PBB, menyatakan, “Pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan baca tulis merupakan alat penting untuk memberantas kemiskinan, perluasan kesempatan pekerjaan, peningkatan kesetaraan laki-laki dan perempuan, peningkatan kesehatan keluarga, perlindungan lingkungan hidup, serta penggalakan keikutsertaan rakyat dalam proses demokratisasi. Kemampuan baca tulis adalah bagian penting dari pengajaran dan pendidikan bagi semua orang dan alat untuk mencapai kemajuan yang hakiki dan fundamental.” (http://indonesian .irib. ir/perspektif/2005/september 2005/buta huruf.htm) 
Media dan Kesenjangan Sosial


Kesenjangan antar kelompok sosial, seperti ras, jenis kelamin dan kondisi ekonomi dianggap merupakan salah satu masalah yang ada di dalam masyarakat. Bertambahnya jumlah pelapisan dalam masyarakat – sebagai konsekuensi kompleksnya kehidupan dalam masyarakat – mendorong besarnya perbedaan dalam kelompok maupun kelas-kelas sosial di dalamnya. Dalam artikel ini diajukan pertanyaan; sejauhmana media komunikasi mampu mengatasi keragaman atau bahkan perbedaan dan kesenjangan yang ada di masyarakat? Pertanyaan mengenai kontribusi media komunikasi sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan yang ada dalam masyarakat nampaknya telah menarik perhatian banyak orang. Pandangan ini menyebutkan adanya adanya golongan yang memiliki banyak (kaya) informasi dan golongan yang memiliki sedikit (miskin) informasi. Mereka yang kaya informasi adalah yang berpendidikan tinggi dan memiliki banyak akses informasi seperti perpustakaan dan komputer. Sedangkan yang miskin informasi adalah mereka yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki akses informasi. (http//ekawenasts.blogspot.com/2006/06/06/media-dan-efek-pada-masyarakat.htm/) Golongan yang disebut terakhir ini biasanya juga miskin secara ekonomi.

Terhadap kedua buah kelompok masyarakat tersebut, dalam jumlah dan jenis informasi yang sama, kelompok masyarakat yang kaya informasi akan cenderung lebih banyak menerima, menyerap, dan menggunakan lebih baik dari pada mereka yang miskin informasi. Hal inilah yang mendorong kian lebarnya kesenjangan informasi dalam dua kelompok masyarakat tersebut. Dan celakanya, banyak studi menunjukkan, picu kesenjangan itu justru diperlebar oleh media yang sesungguhnya dibangun guna menjembatani kesenjangan antar kelompok masyarakat itu. Kesenjangan informasi sering merugikan kaum miskin. Dan ini merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan; yakni bagaimana menjembatani ketimpangan informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Hipotesisnya adalah bahwa dengan informasi manusia dapat merencanakan dan mengatur hidupnya menjadi lebih baik. Dan informasi hanya dapat diperoleh – salah satunya – apabila manusia itu terididik dan berpendidikan. Karenya, apabila negara dan pemerintah memiliki komitmen untuk memerangi kemiskinan konsekuensinya pembangunan terhadap pendidikan harus dikedepankan.
Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi

Tesis bahwa pendidikan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahan tesis tersebut. Buku William Achweke, Smart Money: Education and Economic Development (2004) telah memberi afirmasi atas tesis ilmiah terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. (http://www.duniaesai.com/pendidikan/pend44.htm) Dengan demikian, investasi di bidang pendidikan tidak saja bermanfaat bagi seorang individu tetapi juga bagi kelompok usaha dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua tingkatan dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi. Karenanya kegagalan dalam membangun pendidikan akan melahirkan berbagai masalah krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan obat, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.

Modernisasi yang berfokus pada pembangunan ekonomi selayaknya diselaraskan dengan paradigma pembangunan yang merujuk knowledge-based economy. Paradigma ini menegaskan tiga hal. Pertama, kemajuan ekonomi pada banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. Ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Berangkat dari paradigma demikian, Pemerintah Indonesia seharusnya mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi dalam bidang pendidikan – ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara maju seperti Jepang. Korea, dan bahkan Malaysia – secara nyata telah berhasil mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Karenanya, investasi di bidang pendidikan harus didukung dengan biaya yang memadai terutama guna penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Mengikuti agenda Millenium Development Goals (MDGs), tahun 2015 Pemerintah Indonesia selayaknya memberikan jaminan kepada seluruh anak usia sekolah dasar akan memperoleh pendidikan dasar. Bersamaan dengan itu, akses ke pendidikan dan pendidikan tinggi juga harus diperluas, guna mendukung upaya menciptakan knowledge society yang menjadi basis akselerasi pembangunan ekonomi di masa datang.** (staf pengejar Jurusan Komunikasi Fisip UNDIP, mahasiswa pasca sarjana Ilmu Komunikasi UNS Surakarta, lahir di Kudus 17 Desember 1966 mengampu mata kuliah Komunikasi Pembangunan)
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